KABUPATEN DAERAR TIN:KAT Il REHBARG

NOMOR 21 TAHUN 19:0 SERI D NOQ. 7

PERATURAN DAERAH KASUPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 1¢90

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABU2ATEN DAERAH TINGKAT !I REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKXAT Il REMBANG

Menimbang

: a. bahwa seb3idai paleksznaan Undang - undang

Nomor 5 iahun 1874 tentang Pokok - pokok
Pemarintahan di Daerah maka berdasa kan
Feraturean Menteri Dalam Negeri Momor 160-
1322 tanggzl 19 Septembsr 1885 telah di-
tetapkan Pedoman mengsnai Kedudukan Keu-
angan Ke'va, Wakil Keiua dan Anggota De-
wan Perwakilan Rakyat Daarah ;

. bahwa berkensan dangan ha! terssbut maka

kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyst Daersh
Kabupaten Dasrah Tingkat |l Rembang yang
diatur dalam Peraturan Dasrah Kabupaten Da-
orah Tingkat Il Rembang Nomor 18 Tahun 1980
sudah tidak sssuai lagi sehingga perlu ditinjau
kembali untuk diperbzharui.



Mengingat
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: 1. Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang

Pokok pokck Femenntshan di Daerah ;

2, Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo.

Peratuian Pemerinteh Nomor 32 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Da-
lam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3

Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Nemor 160 - 1322 Tahun 1+85 tentang
Pedoman meng=nai Kedudukan Keuangan Ke-
tua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Per-
waktlan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwaki'an Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Rembang,

Menetapkan

MEMUTUSKAN ®

: PERATURAN D2ERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 11 REMBANG TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA WAKIL kKETUA DAN ANG-
GOTAa DEWAN PERWaKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a, Daerah adalah Kabupaten Dasrah Tingkat Il Rembang ;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat I}

Rembang ;

¢. Dewan ... . ... 8
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Dewan Parwazkilan Rakyat Daerah adsalah Dewan Psrwakilan
Rakyat Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat 1I Rembang ;

. Kstua dan Waki! Ketua adalah Ketua dan Wakil Xetua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat ! Rembang

Anagota adzlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
kabupaten Daerzh Tingkat Il Rembang ;

. Pegawai Negeri adalah Pegawszi Negeri Sipil Pusat, Daerah

maupun Anggota Angkstan Bersenjate Republik indonesia ;

. Uang Paket ada'ah ueng yang dibavarkan kepada Anagota

untuk setiap kali menghaairi Sidang-sidang Uewsn Pewakilan
Rakyat Dzerah yang sah telah termasuk uang sidang, uang
pengangkutan dan uvang makan ;

. Uang Representesi adalah uang tunjangan bulanan tetap be-

rupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua
berhubung dengan kedudukannya ;

Uang Kehormatan adalah tunjangan bulanan tatap berupa uang
yang diberiken kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rzkyat
Daerah Kabupaten Daersh Tingkat Il Rembang berhubung
dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dowan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

Tunjangan Bulanan Tetap adalah uang tunjangan yang diberi-
kan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Tunjangan Pimpinan Komisi adalah tunjangan bulanan tetap
berupa uang yang dibsrikan karena menduduki jabatan Ketua
Komisi atau Wakil Ketua noemusi atau Felopor Komisi da-
fem satu iahun Sidang :

1, Tunjangan ... e 8
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1. Tunjangan Pimpinan Frakksi dalam tunjangan bulanan tetap
berupa uang yang dibarikan karena menduduki jabatan Ketua
Fraksi atau Wakil Keiua Fraksi.

m, Tunjangan Anggote Fraksi adalah tunjangan bulanan tetap
yang berupa uang vyang dibsrikan Kkarena menjadi Anggota
Fraksi.

n. Diluar kota adslzsh bertempat tinggal dan nyata berdomisili
diluar Wilayah Kecamatan Rembang,

c. Uang Vakasi adalah imbalan jasa besrupa uang yang diberikan
kepada Fimpiaan DPRD. karena kedudukannva.

Pasal 2

(1, Tangga! mulai memangku jsbatan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota ialah tanggal mereka mengargkat sumpah atau
mengucapkan janji pada peleniikennya sebasgai Ketua, Wakil
Ketua dan Anggoeta.

(2) Saat berhenti memangku jabatan Kstua, Wakil Ketua dan
Anggota ialah tanggal merzka menyatakan berhenii, diber-
hentikan atau meninggal dunia,

BAB i
UANG — PAKET
Pasal 3

(1) Uang Paket ditetapkan bagi :
a. Anggota sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

b. Bagi Anggota yang bertempat tinggal diluar Kota Rembang
diberikan tzmbahen uang pengangkutan sebasar Rp 1,000,00
{seribu rupiah).

(2) Uang ai. s 9
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{2) Uang Paket dibayarkan kapada Anggota dangan ketentuan

.. a. Uang Sidang satu hari satu malam, hanya dibayarkan sa-
tu kali uang paket.

b. Selain dari uang Paket, tidak dibayarkan lagi dang sidang,
uang pengaingkutan dan uang mezkan,

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Kstua tidak diberikan uang Paket untuk
sidang-sidang yang dipinipin atau dihadiiinya.

Pasal b5

Sidang-sidang yang sah dari Komisi, Panitiz den lain sebagainya
yang dibsntuk olsh Dawan Perwakilan Rakyat D ierah dipandang
sebagal Sidang - cidang Dewan Perwekilan Rakyat Daerzh dan
terthadapnya beriaku ketentuan - ketentuan dimeksud Fasal 3
ayat (1) dan (2) Peraturan Dasrah ini,

BAB Il
UANG KEHORMATAN
' Pasal 6

(1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi

a. Ketua sebesar Rp. 2C0Q 000,C0 (dua ratus ribu rupiah)
setiap bulan.

b Wakil Ketua sebesar Rp 175 000,00 ( seratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) setiap bulan,

(2) S=zlain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) huruf & dan b
Pasal ini, kepaia Ketua can Wahil Ketua diberiken tunjangan
keiuarga dan tunjangan leinnya menurut peraturen yang di-
tetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal oo 8,
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Pasal 7

Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua-
tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 8

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua ku-
rang ari paia gaji pada waktu ysng bersangkutan aktif sebagai
Pegaw=zi Negzri, maka ia mesnenma tamoahan berupa sslisih ke-
dua penghasilan itu.

BAB 1V
UANG — REPRESENTASI
Pasal 9

Disamping pengh-silan dimaksud dalam Pasal 6 Paraturan Daerah
ini. setiap bulan dibe:ikan vang representasi sebagai berikut ;

a. Ketus sebesar - Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
b. Wakil Ketua. sebesar _____ Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh
lima ribu rupiah).

BAB V
TUNJANGAN LAIN - LAIN
Pasal 10

(1) Kepada Pimpinan Dewan Ferwakilan Rzkyat Daerah diberi-
kan tunjangan lain-lain, setiap bu'an sebagai berikut ;
a. Ketua, sebesar ........_.___ Rp 50.000.00 (lima puluh ribu
rupieh).

b. Wakil Ketua sesbesar
ma ribu rupiah ),

Rp 45.000.00 (empat puluh li-

(2) Kepada Pimpinan DPRD. diberikan uang Vakasi setiap bulan,
sebagai berikut :

a. Ketua oo s.
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a, Ketua, ssbesaf —.__ Rp 40.000,- (empat puluh ribu
rupiah)

b. Wakil Ketua, sebesar ....... Rp 30,000,- (tiga puluh ribu
rupiah )

(3) Kepzda anggota diberikan tunjangan bulanan tetap sebesar
Rp 175 000,~ (seratus tujuh puluh lima ribu rup:ah) setiap bulan

Pasal 11

(1) Tunjangan Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua Komlsi, sebasar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) se-
tiep bulan.

b. Wakil Ketua Komisi, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu
lima ratus rupiah) sstiap bulan.

c. Pelapor Komisi, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) se-
tiap bulan.

(2) Tunjangan Pimpinan Fraksi ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketua Fraksi, sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
setiap bulan,

b, Wakil Ketua Fraksi, sebesar 10.000,- (sepuluh ribu ripiah)
setiap bulan.

c. Sekretaris Fraksi sebesar. Rp 7.500,- (tujuh tibu lima ra-
tus rupiah ) sstiap bulan.

d. Tunjangan Anggota Fraksi dibarikan menurut perimbangan
jumlah anggota masing - masing sebssar Rp 2,500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan
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(2)

(3

(4)
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BAB VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT
PENGANGKUTAN DINAS LAIN

Pasal 12

Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama msreka dalam jabatan
tersebut dan bilamsna keuangan daerah memungkinkan, da-
pat dissdiakan sebuah rumah jsbatan dengan kstentuan ru-
mah jabatan tersebut harus ditinggalkan /dikembalikan ke-
pada Daerah tanpa sa3suatu kswajiban Dasrah pada waktu

yang basangkutan bsrhenti sebagai Ketua dan Wakil Katua,

Kepila Ketua dan Wakil Ketua diberikan biaya psmeliharaan
telpon, pemakaian Air, penesrangan dan gas sebssar

Rp. 40 0C0,C0 (empst puluh ribu rupiah) sstiap bulan.

Untuk Ketua dan Wazkil Ketua yang m2nsmpati rumah sen-
diri diberikan bantuan sewa rumah ssbzsar Rp 20002,£0

(dua puluh ribu rupiah) setiap bu'an.

Untuk Ketua dan Wakil Ketua seiama mereka delam jabatan
tersebut dan bilamara keuangan daerah memungkinkan, da-
pat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkut lain untuk

kepeiluan dines ssita pengemudinya dengan ketentuan bahwa



Soats T

dengan katentuan bahwa biaya pemakaian terssbut ditanggung
oleh Pemerintah Dasrah dan yang harus dikembalikan dalam

=  keadaan wajar tempo sssuai kewajiban dari Pihak Pemerintah
Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ke-
tua dan Wakil Kstua,

BAB Vil

UANG J4LAN, UANG PENGINA®AN DAN UANG
PERJALANAN DINAS

Pasal 13

(1 Kepada Ketua dan Wakit Ketua diberikan uang perjalanan
Dinas Tetap sstiap bulan ssbhasar :

a Ketua . - Ap. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
b Waikil Ketua....__ Rp, 45 000,00 (empat puluh lima ribu
rupizh ).

(2

Kepada Anggota yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan
vang Peijalanan dan uang Penginapsn yeng harus diper—
tanggung jawabkan sasusai dangan Paraturan yang ditetap-
kan bsrlaku bagi Pagawai Nageri Sipil Golongan il

BAB Vil
UANG PENGGANTIAN BIAYA BEROBAT
Pasal 14
Kepada Ke'ua, Wakil Ketua dan Anggota serta keluarganya, di-

berikan penggasatian biaya pemeriksaan, pangobatan dan Perawat-
an Dokter sebesar Rp. 10.000,00 (sepu'uh ricu rupiah) setiap bulan

BAB Nl o 8,
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BAB X
TUNJANGAN KEMATIAN
Pasal 15

(1) Apabi'la Ketua dan Wakil Ketua meningga! dunia kepada
ehli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu)
bulan vang kehormatan bersih dan apabila yang bersang-
kutan meninggal dunia didalam dan / atau karena menjalan
kan tuagas, dibarikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua)
bulan uang kehermatan bersih.

(2) Apabila Anggota meninggal dunia kepada ahli warisnya di-
berikan tunjangan kematian sebssar 2/3 xTunjangan Bu-
lanan Teiap Anggota.

Pasal 16

Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Anoggota meninggal dunia, bila-
mana ah!i warisnya menghendaki penganckutan jenzzah dari tem-
pat kedudukan ketempat kediaman semula ditenggung oleh Pe-
merintah Daerah.

BAB X
TANDA PENGHARGAAN
Pasal 17

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Angoota, psda akhir massa
jabatannya atau pada wakiu diberhentikan dangan hormat
dari jabatannya atau meninggal dunia, dibzrikan uang tanda
pengharg:=an sebagai berikut.

8. Bayi ¥Yetua dan Waki! Ketua untuk s=tip 6 (enam bulan
memangku jsbatan, sejumiah 1 (satu) kali vang kehor-
matan bersih dengan sebanyak-banycknya 6 [ enam) kali
uang kehormatan bsisih.

b. Bagi oo 8

-
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b Bagi Anggota sesuai dengan huruf a ayat (1) Pasal ini
akan tetapi vang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Kspa‘a Daerah dangan mempe ha
tikan kemampuan Daarah. aengan sebanyak banyaknya 2 [3
( dua per tiga) dari uang kzhormatan bersin yang ditetima
oleh seorang Wakil Ketua.

(2) Masa memangku jsbatan yang kurang dari 6 (enam) bulan
dibuiakin keatas mznjadi 6 (snam; bulan pznuh.

(31 Dalam hal Ketua. Wak:l <etua dan Anggota meningga! dunia,
uang tanda pan‘ha:gaan tarsebut ayat (1) Pasal ini dibe-
rikan kepada ahliwarisnya

BAB Xi
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 18

Segala akibst keuangsn karens ketentuen-ketentuan dalam Pera-
turan Dasrah ini dibebankan pada APBO. Kabupaten Daerah
Tingkat I Rembang.

Pasal 19

Hal-ha! yang befum diatur dalam Peraturen Daerzh ini, separjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur Kkemucian oleh Bupati
Kepala Daersh.

BAB Xl
KETExTUAN PENUTUP
Pasal 20

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangsal diundang-
kan.

(2) Dengan ——...._s
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{2) Dengin berlakunya Pera‘uran Daerah ini, segiala ketentuan

yang bartentangan denjan Peraturan Dasrah ini dinyatakan
tidak ber'aku lagi,

Agar supaya setiap orang dapat mengetshuinya, memarintah-
kan psngundangan Peraturan Dasrah ini denaan penempat-
annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il

Rembang.
Rembang, 15 Pebruari 1930
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPAT] KERALA DLERAH TK.!I
DAERAH KABUPATEN DAERAH REMBANG
TINGKAT || REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWONO Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gube:nur Kepala Daerah Tingkat!
Jawa Tengah
Tanggal 15 Mei 1880
Nomar 168.3/156/1990

An. Sekretaris Wilayah / Dzerah
Tingkat | Jawa Tengah

Kepala Birc Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 21 Tahun 1980 Seri D
pada tanggal 22 Mei 1880

Sekretaris Wilayah / Deerah

SARDJITO. SH
NIP, 500034 373

Drs, SOEDIHARTO
Mie, 500 029 511
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KXABUPATEN DAERAH TINGKAT [
REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
KEDUDUXAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

. PENJELASAN UMUM

Bahwe sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1874 tentang Pokok-pokok Psmamerintahan di Daerah, maka
bardasarkan Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1980 jo. Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor {60 - 1322
Tahun 19835 telah ditsatapkan Pedoman Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Kstua dan Anggota Dewan Perwekilan Rakyat

Dasarah,

il PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ;

Pasal 1

« Pasal 2
Pasal 3 ayat (1)
ayat {2}

Pasai 4

Pasal 5

Cukup jelas @
Cukup jelas !

Cukup jelas :

Uang Paket yang dibayarkan ke-
pada Anggota sudah termasuk
uang sidang, uang pengangkutan
dan uang makan.

Cukup jelas.

Rapat yang sah dari Seksi Pani-
tia yang dimasukkan misalnya
rapat yang diadakan.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

6 ayat (1)
ayat (2}

9

10 ayat (1)

{2) dan {3)

11 ayat (1)
dan (3)

12 ayat (1)
ayat (2)

~e

ayat (3) dan {4) |

13 ayat (1)

— 14 —

olsh Panitia Musyawarah, Panitia
Anggeran.

Cukup jelas :

Yarg dimaksud turjangan keluzrga
dan tunjangan lainnya sdalah tunjang-
an isteri, anak. pangan dil. sebacai-
mana berleku bsgi Fegewai WNegeri
Sipit,

Yang dimaksud adalah bshwa apatiia
ada Pegawai Negeri Sipil kebetufan
diangkat sebagai ketua stau Wakil Ks-
tuz DFRD. maka yang bsrsangkutan
tidak boleh memperoleh gaji rangkap/
dobel dari Pemarintah.

Yang dimzksud adalzh supaya Ketua
dan Wakil Ketua tersebut pada Pasal
7 Feraturan Daerah ini memilik salah
satu penghasilan yang menguntungkan
baginya.

Cukup jolas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jeias
Apabila Ltizya psmeliharasn dsb. lebih
dari Rp 40.000,00 maka kekurangan-

rya ditanggung ssndiri oleh vyang
bersa_kutan.

Cukup jelas,
Cukup j=las.

ayat (2)
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eyat (2) . Yang dimaksut yaity apabila Anggota
DPRD. melakukan / mengedakan kun—
& jungan kerja/study banding keluar
Daz'ah, dibarikan vang perjaiansn di-
nzs dan penainapan sebagaimana vang
barlaku bagi Pegawei Negeri Sipil
Golongan il

Paszal 14 + Cukup jelas.
Pasal 15 avat (V)
dan (2, : Cukup jelas.

Pazal 186 : Apabila Keiua, Wakil Ketua dan Ang-
gota meninggal dunia, stas kehendak
keluarganya pengangkutan jenazah yang
bersangkutan da:i tempat kedudukan
ketempat kedizman semula, biayanya
ditanggung oleh kevargan Dasrah.

Pasal 17 ayat (1)
s d (3) » Tanda panghargean diberikan kepada

Ketua, Wakil Xetua dan Anggota bila :

a. masa iabatan barakkir

b. diberhentkan dengan hormat atas
permohanan sendiri,

¢. dibarhentikan dengan hormat karena
meninggal dunia.

Pasal 18
Pasal 19 t Cukup je'ss
Pasal 20 i Cukup jslas,

; Cukup j=las.

P ey



